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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan sangat diperlukan semua orang, pendidikan dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurunwaktu 2004 – 2009 meliputi peningkatan akses rakyat, pendidikan yang lebih berkualitas melalui Peningkatan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan.
Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, disebutkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya apapun, dan dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar juga merupakan tanggungjawab Negara melalui Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan serta membiayayi pelaksanaan program pendidikan itu sendiri baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pendidikan sederajatnya. Saat ini Indonesia sedang berusaha memperbaiki system pendidikan yang ada, dan berusaha memecahkan masalah pemerataan pendidikan. 
Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat SekolahDasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasihal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu adalah dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
Pada awalnya BOS merupakan bentuk kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan untuk mempercepat program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2009 pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, danorientasi program BOS yang bukan hanya sekedar berperan untuk mempertahankan peserta didik saja, namun harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. 
Dana BOS sangat membantu percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di Indonesia, namun masih banyak siswa lulusan SMP yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ketingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Maka dari itu tujuan dari BOS adalah untuk membebaskan dan meringankan pungutan biaya, beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Pengelolaan dan pelaksanaan program BOS di Sekolah Dasar harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SD dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transaparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana BOS diperlukan suatu analisis, dalam hal ini peneliti menggunakan menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan analisa nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun table kemudian ditafsirkan dengan baik. 
Berdasarkan uraian tersebut, analisis pengelolaan BOS penting dilakukan, namun banyak pihak yang belum melaksanakan analisis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Salah satu sekolah yang menerima pendanaan BOS SD pada tahun 2016 adalah SD Frater Don Bosco Manado. Sebagai salah satusekolah yang menerima pendanaan BOS, maka SD Frater Don Bosco Manado harus melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis BOS, dan prinsip pengelolaan BOS. Melihat pentingnya pengelolaan dana BOS dalam pendidikan khususnya di Sekolah Dasar ,maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (StudiKasusSD Frater Don Bosco Manado)”
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SD Frater Don Bosco Manado? 
1.3 Tujuan Penelitian
Menganalisis pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SD Frater Don Bosco Manado
1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pengelola Dana BOS Sekolah
Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam Pengelolaan Dana BOS SD.
2. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai Pengelolaan Dana BOS SD.
3. Bagi Instansi Terkait
Dapat membantu Instansi tersebut dalam memberikan ide-ide dari mahasiswa yang bersifat umum untuk memecahkan masalah dalam lingkungan kerja.
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